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ABSTRAK 
Nama  :  Hasmira. H 
Nim  :  10300113154 
Judul : Peran Kejaksaan Terhadap Penuntutan Anak Yang Melakukan 
Tindak Pidana Pencurian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum 
Nasional ( Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bantaeng) 
                                                                                                                                         
Pokok-pokok masalah penelitian ini yaitu : untuk mengetahui peran 
Kejaksaan Negeri Bantaeng terhadap penuntutan anak yang melakukan tindak pidana 
pencurian dalam kaitannya dengan hukum Islam dan hukum Nasional.  
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian field research kualitatif dengan 
menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Adapun 
sumber data dari penelitian ini bersumber dari bahan data primer dan data sekunder 
serta metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung di 
kejaksaan Negeri Bantaeng. 
Adapun hasil penelitian ini yaitu : 1) Regulasi yang mengatur tentang 
kedudukan kejaksaan terhadap penuntutan anak yang melakukan tindak pidana 
termuat dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU 
No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 2) Peran Kejaksaan Negeri Bantaeng 
terhadap penuntutan anak yang melakukan tindak pidana pencurian memiliki peran 
aktif dalam melakukan penuntutan dan Kejaksaan Negeri Bantaeng dalam 
menjalankan perannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 3) Perspektif hukum Islam terhadap peran Kejaksaan dalam penuntutan anak 
yang melakukan tindak pidana pencurian yaitu kejaksaan menjalankan perannya 
harus adil dan menerapkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian tidak 
diharuskan sepenuhnya dilakukan sanksi hukuman had yakni potong tangan bagi 
yang mencuri, jika ada beberapa dalih yang dapat meringankan hukumannya. 
Implikasi penelitian ini yaitu Kejaksaan Negeri Bantaeng hendaknya agar 
melakukan kegiatan pemberian penyuluhan hukum atau sosialisasi internal kepada 
anak maupun orang tua dalam rangka upaya preventif agar tidak terjadi bertambahnya 
tindak pidana pencurian yang pelakunya anak sebab kegiatan ini merupakan salah 
satu kewenangan yang harus dilaksanakan oleh Kejaksaan.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Hukum merupakan kumpulan kaidah-kaidah dan norma yang berlaku dalam 
masyarakat yang keberadaannya sengaja dibuat oleh masyarakat dan diakui oleh 
masyarakat sebagai pedoman tingkah laku dalam kehidupannya.
1
 Tujuannya untuk 
menciptakan ketentraman di masyarakat. Hukum sebagai instrumen penting dalam 
pembentukan suatu negara, berpengaruh dalam segala segi kehidupan masyarakat 
karena hukum merupakan alat pengendalian sosial, agar tercipta suasana yang aman, 
tentram dan damai. Harus kita akui, hingga kini masih banyak orang yang tidak 
paham proses hukum dan tata cara penanganan suatu perkara di setiap jenjang 
peradilan. Hal tersebut disebabkan oleh sosialisasi dan pendidikan hukum untuk 
publik masih belum sepenuhnya menjangkau lapisan masyarakat. Peristiwa hukum 
dalam kehidupan sehari-hari, tentu banyak sekali yang dapat berujung ke perkara 
pidana dan atau berproses secara hukum di pengadilan khususnya pada perkara yang 
pelakunya adalah anak yang berusia di bawah umur sebagaimana yang dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 
Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa: “Anak yang berkonflik dengan Hukum yang 
selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi 
belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. 
                                                             
1
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2002), h. 43. 
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Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum maka hukum akan bertindak 
melalui instrumennya yaitu para penegak hukum. Para penegak hukum akan 
memproses suatu perkara mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan 
sampai pada proses pemeriksaan di pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mencari 
kebenaran materil yang merupakan tujuan dari hukum acara pidana.  
Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata 
susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan berwenang 
melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan. Dalam melakukan 
penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggung jawab menurut 
saluran hierarki. Dalam melakukan penuntutan, jaksa harus memiliki alat bukti yang 
sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai 
pelaksana perannya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak 
berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, 
serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam 
masyarakat.
2
 Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, 
diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku 
dengan hukuman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tetap 
memenuhi hak-hak pelaku.  
Pada tahap penuntutan merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara 
pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ketentuannya tunduk pada 
Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia yang salah satu tugas dan wewenang Jaksa adalah melakukan penuntutan, 
dan tunduk juga pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Meskipun 
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Efran Helmi Juni, Filsafat Hukum (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 343. 
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demikian, namun untuk anak sendiri proses penuntutannya berbeda karena berlaku 
asas lex specialis derogat legi generalis yang artinya bahwa aturan hukum yang 
khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian 
diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak.  
Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan 
memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk 
yang selama ini telah ia lakukan.
3
 Walaupun anak secara kualitas dan kuantitas dapat 
saja melakukan perbuatan melanggar hukum seperti yang dilakukan orang dewasa, 
tetapi penanganan yang diberikan tidak harus sama dengan penanganan bagi orang 
dewasa yang melakukan kejahatan. Karena penerapan sanksi pidana yang diberikan 
kepada anak berbeda dengan orang dewasa yang melakukan kejahatan.  
Badan PBB untuk anak, UNICEF melaporkan sekitar 5.000 anak Indonesia 
dihadapkan ke muka pengadilan setiap tahunnya. Meskipun jumlahnya tidak pasti, 
setiap tahun jumlah anak yang berkonflik dengan hukum terus bertambah.
4
 Karena 
memang setiap tahunnya jumlah anak yang melakukan kejahatan terus bertambah 
disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi dasar anak melakukan tindak pidana 
atau kejahatan. Dalam hal ini kejahatan yang sering dilakukan oleh anak itu 
bermacam-macam, di antaranya adalah tindak pidana pencurian. 
                                                             
3
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 
di Indonesia  (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), h. 77. 
 
4
Fultoni, Anak Berkonflik dengan Hukum (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center 
(ILRC), 2012), h. 1. 
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Dalam penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bantaeng ada 
beberapa hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, salah satunya 
dalam Pasal 41 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “telah 
mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak” yang seharusnya Kejaksaan 
Negeri Bantaeng yang khusus menangani perkara anak telah mengikuti pelatihan 
teknis tentang penanganan anak.  
Berdasarkan uraian tersebut maka dalam tulisan ini ditetapkan untuk 
membahas mengenai permasalahan tentang peran kejaksaan terhadap penuntutan 
anak yang melakukan tindak pidana pencurian analisis perspektif hukum Islam dan 
hukum nasional. 
  
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Penelitian ini  berfokus pada penelitian mengenai “peran Kejaksaan terhadap 
penuntutan anak yang melakukan tindak pidana pencurian perspektif hukum Islam 
dan hukum Nasional”. Yang bertempat pada Kantor Kejaksaan Negeri Bantaeng di Jl. 
Raya Lanto Daeng Pasewang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng. 
 
2. Deskripsi Fokus 
Adapun judul skripsi ini adalah: “peran Kejaksaan terhadap penuntutan anak 
yang melakukan tindak pidana pencurian perspektif hukum Islam dan hukum 
Nasional”, dapat diberikan beberapa pengertian agar tidak terjadi kesimpangsiuran 
dalam mendefinisikan dan memahami penelitian ini, maka penulis akan 
mendeskripsikan beberapa pengertian dari variabel berikut ini : 
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No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 
1. Peran kejaksaan terhadap 
penuntutan  
- Pengertian Kejaksaan adalah 
lembaga Negara yang 
melaksanakan kekuasaan Negara, 
khususnya dibidang penuntutan.
5
 
- Pengertian penuntutan adalah 
tindakan penuntut umum untuk 
melimpahkan perkara pidana 
perkara ke pengadilan negeri yang 
berwenang dalam hal dan menurut 
cara yang diatur dalam undang-
undang ini dengan permintaan 
supaya diperiksa dan diputus oleh 
hakim di sidang pengadilan.
6
 
- Regulasi yang mengatur tentang 
kedudukan Kejaksaan terhadap 
penuntutan anak yang melakukan 
tindak pidana 
 
2.  Anak yang melakukan tindak 
pidana pencurian perspektif hukum 
- Pengertian anak adalah manusia 
yang masih kecil, usia yang masih 
                                                             
5
Halim Talli, Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa (Makassar: Alauddin 
University Press, 2013), hal. 105. 
6
Suharto, Penuntutan Dalam Praktek Peradilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 10. 
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Islam dan hukum Nasional rendah. 
- Pengertian tindak pidana pencurian 
adalah barang siapa mengambil 
barang sesuatu, yang seluruhnya 
atau sebagian kepunyaan orang 
lain, dengan maksud untuk 
dimiliki secara melawan hukum, 
diancam karena pencurian, dengan 
pidana penjara paling lama lima 
tahun atau pidana denda paling 
banyak sembilan ratus rupiah.
7
 
- Pengertian hukum Islam adalah 
sistem kaidah-kaidah yang 
didasarkan pada wahyu Allah 
SWT dan Sunnah Rasul mengenai 
tingkah laku mukallaf (orang yang 
sudah dapat dibebani kewajiban) 
yang diakui dan diyakini, yang 
mengikat bagi semua 
pemeluknya.
8
 
- Pengertian hukum Nasional adalah 
sekumpulan hukum yang terdiri 
                                                             
7
KUHP & KUHAP (Jakarta: Pustaka Mahardika, 2010), h. 108. 
8
http://www.mohlimo.com/pengertian-hukum-islam-sumber-dan-tujuan/.Akses tanggal 3 Juni 
2017. 
 7 
 
atas peraturan-peraturan dan 
prinsip-prinsip yang harus ditaati 
oleh semua masyarakat dalam 
suatu Negara.
9
 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi pokok 
masalah dalam penulisan skripsi ini adalah “Bagaimana peran Kejaksaan terhadap 
penuntutan anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri 
Bantaeng perspektif hukum Islam dan hukum Nasional” dengan sub-sub masalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana regulasi yang mengatur tentang kedudukan Kejaksaan terhadap 
penuntutan anak yang melakukan tindak pidana? 
2. Bagaimana  peran Kejaksaan Negeri Bantaeng terhadap penuntutan anak yang 
melakukan tindak pidana pencurian? 
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap peran Kejaksaan dalam 
penuntutan anak yang melakukan tindak pidana pencurian? 
 
D. Kajian Pustaka 
Dalam penelitian ini digunakan beberapa literatur yang masih berkaitan 
dengan pembahasan yang dimaksud di antaranya adalah sebagai berikut: 
1. Suharto dalam bukunya Penuntutan Dalam Praktek Keadilan. Adapun isi buku 
ini mengenai apa yang diatur dalam bidang penuntutan di mana kejaksaan 
                                                             
9
http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-hukum-nasional-dan-internasional-beserta-
contohnya/. Akses tanggal 3 Juni 2017. 
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adalah salah satu alat negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang 
sebagai penuntut umum dan jaksa agung adalah satu-satunya pejabat negara 
sebagai penuntut umum tertinggi.
10
 Namun dalam buku ini tidak dibahas 
secara khusus terkait dengan penuntutan terhadap anak yang berhadapan 
dengan hukum. 
2. Ilham Gunawan dalam bukunya Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum 
dan Stabilitas Politik. Adapun isi bukunya mengenai peranan kekuasaan 
kejaksaan sebagaimana yang tersirat dalam pasal 24 dan pasal 25 mengenai 
kekuasaan kehakiman.
11
 Namun dalam buku ini tidak menjelaskan tentang 
peranan kejaksaan terhadap penuntutan bagi anak yang melakukan tindak 
pidana akan tetapi buku ini menjelaskan secara implisit mengenai kekuasaan 
kehakiman sesungguhnya telah mewakili kekuasaan kejaksaan, meskipun 
tidak diatur oleh UUD 1945. 
3. Maidin Gultom dalam bukunya Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam 
Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Adapun isi bukunya mengenai 
sistem peradilan pidana anak, terkait beberapa unsur yang merupakan satu 
kesatuan yaitu: penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, dan petugas 
lembaga pemasyarakatan anak. Dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang peradilan pidana anak, hak-hak anak 
merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Ini 
berarti juga bahwa peradilan pidana anak yang adil memberikan perlindungan 
terhadap hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai 
                                                             
10
RM Suharto, Penuntutan Dalam Praktek Peradilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 19. 
11
Ilham Gunawan, Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum Dan Stabilitas Politik 
(Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 60. 
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terpidana/narapidana, sebab perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan  
tonggak utama dalam peradilan pidana anak dalam Negara hukum.
12
 Namun 
dalam buku ini tidak dijelaskan secara khusus bagaimana peradilan anak 
terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian. 
4. Wagiati Soetedjo dan Melani dalam bukunya Hukum Pidana Anak. Adapun 
isi bukunya mengenai pembedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang penjatuhan pidananya ditentukan 
paling lama ½ dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, 
sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak 
diberlakukan terhadap anak.
13
 Namun dalam buku ini tidak menjelaskan peran 
Kejaksaan dalam penuntutan terhadap anak tersebut tetapi lebih berfokus pada 
penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana. 
5. Nandang Sambas, dalam bukunya Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan 
Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya. Adapun isi 
bukunya, dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa 
karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim 
dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan 
kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaannya, tanpa pidana apapun.
14
 
Dalam buku ini sudah jelas bahwa penuntutan terhadap anak berbeda dengan 
orang dewasa tetapi dalam buku ini belum dijelaskan penuntutan terhadap 
anak yang melakukan tindak pidana pencurian. 
                                                             
12
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana 
Anak di Indonesia, h. 75. 
13
Wagiati Soetedjo dan Melani, Hukum Pidana Anak (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), 
h. 3.  
14
Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional 
Perlindungan Anak serta Penerapannya (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 163. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Peneliian 
1. Tujuan penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
a. Mengetahui regulasi yang mengatur tentang kedudukan Kejaksaan terhadap 
penuntutan anak yang melakukan tindak pidana 
b. Mengetahui peran Kejaksaan Negeri Bantaeng terhadap penuntutan anak yang 
melakukan tindak pidana pencurian. 
c. Mengetahui perspektif hukum Islam terhadap peran Kejaksaan dalam penuntutan 
anak yang melakukan tindak pidana pencurian 
2. Kegunaan penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 
a. Dapat memberikan informasi dan mengetahui tentang regulasi yang mengatur 
tentang kedudukan Kejaksaan terhadap penuntutan anak yang melakukan tindak 
pidana. 
b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pihak yang terkait dalam 
menangani kasus peran Kejaksaan terhadap penuntutan anak yang melakukan 
tindak pidana pencurian. 
c. Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang perspektif hukum Islam 
terhadap peran Kejaksaan dalam penuntutan anak yang melakukan tindak pidana 
pencurian. 
 
 
 11 
 
  BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Pengertian, Tugas, dan Kewenangan Kejaksaan 
Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan 
negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-
undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kejaksaan sebagai 
lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan 
ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, 
kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari 
pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa 
Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen 
demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian, Jaksa Agung 
selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah 
dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.
1
 
Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara 
bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Dalam melakukan penuntutan maka 
jaksa dalam melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang 
sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai 
pelaksanaan perannya maka dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa 
senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma 
                                                             
1
Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Kejaksaan (UU No. 16 Tahun 2004) (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2014), h. 23.  
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keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan 
keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2
 
Menurut Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-035/J.A/3/1992, struktur 
kejaksaan terdiri atas: 
1. Jaksa Agung. 
2. Wakil Jaksa Agung. 
3. Jaksa Agung Muda Pembinaan. 
4. Jaksa Agung Muda Intelijen. 
5. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. 
6. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. 
7. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. 
8. Jaksa Agung Muda Pengawasan. 
9. Pusat Pendidikan dan Pelatihan. 
10. Pusat Pelatihan dan Pengembangan. 
11. Pusat Penyuluhan Hukum. 
12. Pusat Operasi Intelijen. 
13. Pusat Informasi Hukum dan Statistik Kriminal. 
14. Kejaksaan Tinggi. 
15. Kejaksaan Negeri. 
Fungsi dan kewenangan jaksa agung dan kejaksaan saat ini diatur dalam UU 
kejaksaan. Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan menentukan bahwa jaksa agung adalah 
pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, 
mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan. Dalam melaksanakan 
                                                             
2
Hendra Akhdhiat, Psikologi Hukum (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 296.   
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tugasnya, Jaksa Agung menurut pasal 18 ayat (2) dibantu oleh seorang wakil Jaksa 
Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda. 
Pengendalian pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan pada tingkat 
provinsi dilakukan oleh kepala kejaksaan tinggi. Dalam melaksanakan tugas 
pengendalian, kepala kejaksaan tinggi dibantu oleh seorang wakil kepala kejaksaan 
tinggi. Di tingkat kabupaten/kota, pengendalian pelaksanaan tugas dan wewenang 
kejaksaan dilakukan oleh kepala kejaksaan negeri dan dibantu oleh beberapa orang 
unsur pimpinan. Selain itu, apabila dipandang perlu, dapat diangkat kepala cabang 
kejaksaan negeri yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di 
sebagian daerah hukum kejaksaan negeri yang membawahinya.
3
 
Dalam Undang-undang Pokok Kejaksaan Nomor 15 Tahun 1961, Undang-
undang ini dengan lengkap mengatur tugas kewajiban dan wewenang jaksa dan 
kejaksaan yang dapat diperinci sebagai berikut: 
1. Kejaksaan adalah aparat penegak hukum yang terutama bertugas sebagai 
penuntut umum, dan sebagai penuntut umum tertinggi adalah jaksa agung 
(Pasal 1 ayat 1 jo Pasal 7 ayat 1). 
2. Menjalankan keputusan dan penetapan hakim pidana (Pasal 2 ayat 1 b). 
3. Mengadakan penyelidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran (Pasal 
2 ayat 2). 
4. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat 
dan negara (Pasal 2 ayat 3). 
5. Memberikan petunjuk-petunjuk, mengoordinasikan dan mengawasi alat-alat 
penyidik dengan mengindahkan hierarki (Pasal 7 ayat 2). 
                                                             
3
Ruslan Renggong, Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses 
Penahanan di Indonesia (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 214.  
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6. Jaksa Agung dan jaksa-jaksa lainnya dalam lingkungan daerah hukumnya 
menjaga agar penahan dan perlakuan terhadap orang yang ditahan oleh 
pejabat-pejabat lain dilakukan berdasarkan hukum (Pasal 9). 
7. Jaksa wajib memerhatikan laporan-laporan tentang telah terjadinya perbuatan 
pidana dan wajib dengan inisiatif sendiri melakukan tindakan yang dipandang 
perlu agar perkara menjadi lebih terang dengan tidak mengurangi ketentuan 
dalam Pasal 2 ayat (2) (Pasal 10 ayat 1). 
8.  Jaksa menerima dan mengurus perkara-perkara yang berita acara 
pemeriksaannya bersama-sama atau tidak bersama barang bukti dikirimkan 
kepadanya oleh penyidik atau lain-lain pejabat (Pasal 10 ayat 2). 
9. Jaksa mengurus barang-barang bukti sebaik-baiknya dan bertanggung jawab 
atasnya sesuai dengan Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain 
peraturan negara (Pasal 13 ayat 3). 
10. Jaksa untuk menyelesaikan perkara pidana berwenang. 
a. Mengadakan penggeledahan badan dan penggeledahan tempat-tempat 
yang dipandang perlu; 
b. Mengambil; tindakan-tindakan lain dalam Undang-undang Hukum Acara 
Pidana dan atau lain peraturan negara Pasal 11 ayat (1) 
11. Jaksa membuat surat tuduhan (Pasal 12 ayat 1). 
12. Dalam hal tuduhan kurang memenuhi syarat-syarat, jaksa wajib memerhatikan 
saran-saran yang diberikan oleh hakim sebelum pemeriksaan di persidangan 
pengadilan dimulai (Pasal 12 ayat 2). 
13. Dalam hal jaksa melakukan wewenang penyidikan sebagai yang dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (2). Jaksa berwenang untuk minta kepada kepala kantor 
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pos telekomunikasi dan kantor perhubungan guna membuat catatan tentang 
adanya surat-surat lain benda yang dialamatkan kepada atau dapat diduga 
berasal dari orang-orang yang terhadapnya karena melakukan, turut 
melakukan atau mencoba melakukan pidana: 
a. Kejahatan; 
b. Pelanggaran (Pasal 13 ayat 1). 
14. Jaksa berhak untuk minta supaya benda-benda tersebut ditahan (Pasal 13 ayat 
2). 
15. Jaksa berhak untuk menyita/membuka benda-benda tersebut (Pasal 13 ayat 
3).
4
 
Uraian tersebut jelas menunjukkan kedudukan dan kewenangan jaksa. Di 
antara kewenangan itu yang prinsipnya adalah melakukan penuntutan, pengawasan 
aliran kepercayaan, dan penyidikan. Wewenang ini dengan sendirinya memberi 
kedudukan bagi jaksa yakin sebagai penuntut umum, penyidik, eksekusi. Di samping 
itu, yang penting adalah sebagai penegak hukum. 
Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tampaknya terjadi 
perubahan yang sangat prinsipil terhadap kedudukan dan kewenangan jaksa ini. 
Perubahan ini dapat dilihat pada pasal 14 KUHAP yang mengatur tentang  wewenang 
jaksa.
5
 Pasal tersebut menyatakan penuntut umum mempunyai wewenang: 
a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik 
pembantu; 
                                                             
4
Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2006), h. 56. 
5
Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan, h. 58.  
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b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan 
memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi 
petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik; 
c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan 
lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh 
penyidik; 
d. Membuat surat dakwaan; 
e. Melimpahkan perkara ke pengadilan; 
f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu 
perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun 
kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan; 
g. Melakukan penuntutan; 
h. Menutup perkara demi kepentingan hukum; 
i. Mengadakan tindakan lain dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab 
sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini; 
j. Melaksanakan penetapan hakim. 
Berdasarkan ketentuan pasal 14 KUHAP tersebut, jaksa atau penuntut umum 
di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara, dari permulaan ataupun 
lanjutan. Ini berarti jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak pernah melakukan 
pemeriksaan terhadap tersangka ataupun terdakwa. Ketentuan pasal 14 KUHAP ini, 
dapat disebut sistem tertutup, artinya tertutup kemungkinan jaksa atau penuntut 
umum melakukan penyidikan, meskipun dalam arti incidental dalam perkara-perkara 
berat khususnya dari segi pembuktian dan masalah teknis yuridisnya. 
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Mungkin Indonesia satu-satunya negara di dunia yang menganut sistem 
tertutup dan pemisahan yang tajam antara penyidikan dan penuntutan. Amerika 
Serikat misalnya menganut sistem terbuka. Artinya, pada umunya polisilah yang 
melakukan penyidikan, tetapi dalam hal-hal tertentu, jaksa atau public attorney dapat 
terjun langsung dalam penyidikan perkara, seperti yang dikemukakan oleh Weston 
dan Wells: 
“ The prosecuting attorney is the key law enforcement office in the particular 
are over which he has jurisdiction. In this are the potentialities of the office 
are limited only by the intelligence, skill, and legal and political capacity of 
the incumbent. In the formidable list of duties often assigned to this public 
official, the interest of the states is almost entirely in his own investigation, or 
evidence submitted to him by police or others, wether a criminal offence has 
ben committed (Penuntut umum merupakan pejabat penegak hukum penting 
dalam daerah khusus yang menjadi wilayah hukumnya. Dalam daerah ini, 
kemampuan penuntut umum hanya dibatasi oleh kecerdasan, kecakapan, dan 
kemampuan pengetahuan hukum serta politik pejabat tersebut. Dalam daftar 
kewajiban-kewajiban yang sering diberikan kepada penuntut umum ini, 
hampir seluruh kepentingan negara ada di dalam tangannya. Dia adalah 
pejabat kuasai kehakiman yang menentukan apakah suatu delik telah 
dilakukan berdasarkan penyidikan sendiri atau bukti-bukti yang diserahkan 
kepadanya oleh polisi atau yang lain-lain.
6
  
Kejaksaan sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana mempunyai 
tugas dan wewenang di bidang penegakan hukum. Tugas dan wewenang itu, meliputi 
                                                             
6
Ruslan Renggong, Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses 
Penahanan di Indonesia, h. 218. 
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bidang pidana, perdata, tata usaha negara dan kegiatan di bidang ketertiban dan 
ketentraman umum. 
Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: 
a. Melakukan penuntutan; 
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap; 
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan 
pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; 
d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-
undang; 
e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan 
tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya 
dikoordinasikan dengan penyidik.
7
 
Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus 
dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara 
atau pemerintah.
8
 
Sedangkan dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut 
menyelenggarakan kegiatan: 
a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 
b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum; 
c. Pengawasan peredaran barang cetakan; 
                                                             
7
Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Kejaksaan (UU No. 16 Tahun 2004) (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2014), h. 15. 
8
Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Kejaksaan (UU No. 16 Tahun 2004), h. 16. 
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d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan 
negara; 
e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; 
f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.9 
Selain itu, tugas dan wewenang khusus kejaksaan adalah sebagai berikut : 
a. Menetapkan dan mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam 
ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan; 
b. Mengoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait 
berdasarkan undang-undang yang pelaksanaan koordinasinya ditetapkan oleh 
Presiden; 
c. Menyampingkan perkara demi kepentingan umum; 
d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam 
perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara; 
e. Mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam 
pemeriksaan kasasi perkara pidana; 
f. Menyampaikan pertimbangan  kepada Presiden mengenai permohonan grasi 
dalam hal pidana mati; 
g. Mencegah atau melarang orang-orang tertentu untuk masuk ke dalam atau 
meninggalkan wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia karena 
keterlibatannya dalam perkara pidana.
10
 
Dengan adanya beberapa ketentuan yang menguraikan tentang tugas dan 
wewenang kejaksaan tersebut merupakan suatu tuntutan bagi jaksa agar di dalam 
menjalankan tugas dan wewenangnya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
                                                             
9
Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Kejaksaan (UU No. 16 Tahun 2004), h. 17.  
10
Hendra Akhdhiat, Psikologi Hukum, h. 297.  
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hukum yang berlaku. Dan harus pula memerhatikan norma-norma keagamaan, 
perikemanusiaan, kesopanan, dan kesusilaan.  
 
B. Penuntutan 
1. Pengertian Penuntutan 
Pengertian penuntutan apabila dirumuskan secara umum dapat diartikan 
sebagai suatu tindakan atau proses yang dilakukan penuntut umum dengan 
menyerahkan berkas perkara kepada hakim untuk diperiksa dan diputus. 
Pada pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan sebagai berikut: 
“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana 
kepengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim 
disidang pengadilan.” 
Definisi ini mirip dengan definisi Wirjono Prodjodikoro, perbedaannya ialah 
dalam definisi Wirjono Prodjodikoro disebut dengan tegas “terdakwa” sedangkan 
KUHAP tidak. 
“Menuntut seorang terdakwa di muka Hakim Pidana adalah menyerahkan 
perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan 
permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu 
terhadap terdakwa.”11 
Menurut Djoko Prakoso untuk memberikan gambaran yang luas tentang 
pengertian penuntutan, beberapa pendapat sarjana sebagai berikut:
12
 
                                                             
11
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 161. 
12
Djoko Prakoso, Tugas dan Peran Jaksa Dalam Pembangunan (Jakarta: Ghalia Indonesia, 
1984), h. 26. 
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a. Sudarto 
Yang dimaksud dengan tindakan penuntutan ialah penyerahan berkas perkara 
si tersangka kepada hakim dan sekaligus agar supaya diserahkan kepada sidang 
pengadilan. 
b. Martiman Prodjohamidjaya 
Penuntutan dalam arti luas merupakan segala tindakan penuntut umum sejak 
ia menerima berkas perkara dari penyidik untuk melimpahkan perkara pidana ke 
Pengadilan Negeri. 
c. Atang Ranoemihardja 
Yang dimaksud dengan penuntutan perkara adalah bilamana atas suatu 
perkara telah diajukan oleh penuntut umum kepada ketua Pengadilan Negeri dengan 
tuntutan agar terhadap perkara tersebut dapat diajukan kesidang Pengadilan. 
Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, 
artinya tiada badan lain yang boleh melakukan itu. Ini disebut dominus litis ditangan 
penuntut umum atau jaksa. Dominus berasal dari bahasa latin, yang artinya pemilik. 
Hakim tidak dapat meminta supaya delik diajukan kepdanya. Jadi, hakim hanya 
menunggu saja penuntutan dari penuntut umum. 
Dalam hubungan dengan hak penuntutan dikenal dua asas, yaitu yang disebut 
asas legalitas dan opotunitas (het legaliteits en het opportuniteits beginsel). Menurut 
asas yang pertama, penuntut umum wajib menuntut suatu delik. Asas legalitas dalam 
hukum acara pidana jangan dicampuradukkan dengan pengertian asas legalitas dalam 
hukum pidana (materil) yang biasa disebut asas nullum crimen sine lege yang 
tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Menurut asas yang kedua, penuntut umum 
tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya 
 22 
 
akan merugikan kepentingan umum. Jadi, demi kepentingan umum, seseorang yang 
melakukan delik tidak dituntut.
13
 
A.Z. Abidin Farid memberi perumusan tentang asas opotunitas sebagai 
berikut: 
“Asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk 
menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau 
korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.”14  
 
Sehubungan dengan wewenang penuntutan ini, menurut Djoko Prakoso, 
dalam HAP dikenal dengan dua asas penuntutan: 
a. Asas legalitas yaitu penuntut umum diwajibkan menuntut semua orang yang 
dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran 
hukum. 
b. Asas oppurtunitas yaitu penuntut umum tidak diharuskan menuntut seseorang, 
meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu tindak pidana yang 
dapat dihukum.
15
 
Menurut asas yang pertama, penuntut umum wajib menuntut seseorang yang 
didakwa telah melakukan tindak pidana. Sedangkan menurut asas yang kedua, 
penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan suatu tindak pidana 
jika menurut pertimbangannya apabila orang tersebut dituntut akan merugikan 
kepentingan umum. 
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Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, h. 16.  
14
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, h. 17.  
15
Djoko Prakoso, Tugas dan Peran Jaksa Dalam Pembangunan, h. 29. 
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Yang penting sekali diketahui dalam sistem penuntutan pidana ini, ialah 
tentang kebijakan penuntutan atau keputusan untuk menuntut atau tidak menuntut 
oleh penuntut umum (policy of prosecution). Karena dalam sistem Anglo Saxon tidak 
dikenal sistem oportunitas dan legalitas secara resmi maka kebijakan penuntutan ini 
bervariasi dari satu negara ke negara lain. Inggris sendiri mempraktikkan 
penyampingan perkara demi kepentingan umum. Kepentingan umum diartikan luas, 
termasuk kepentingan anak di bawah umur dan orang yang sudah terlalu tua. 
Berlainan sekali dengan di Indonesia, yang secara hitoris dan yuridis menganut asas 
oportunitas, tetapi mengartikannya terlalu sempit. Hanya Jaksa Agung yang 
berwenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Lalu kepentingan 
umum diartikan terlalu sempit, yaitu kepentingan negara atau masyarakat.
16
 
 
2. Tujuan Penuntutan 
Tujuan penuntutan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan 
mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran 
yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menempatkan 
ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari 
siapakah pelaku yang didakwakan melakukan tindak pidana, dan selanjutnya 
meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang 
didakwa itu dapat dinyatakan salah, di samping hukum acara pidana khususnya dalam 
penuntutan juga bertujuan melindungi hak asasi tiap individu baik yang menjadi 
korban maupun pelanggar hukum.
17
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Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, h. 35.  
17
Suharto RM, Penuntutan Dalam Praktek Peradilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 18.  
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Dalam usaha mencapai tujuan penuntutan seperti yang diuraikan di atas juga 
perlu diingat salah satu asas yang terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas 
“praduga tak bersalah”, maka wajar wajib mendapat hak-haknya, antara lain hak 
untuk segera diperiksa di tingkat penyidikan, pemeriksaan di pengadilan dan 
memperoleh keputusan hakim.  
 
C. Anak 
1. Pengertian Anak 
Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang 
yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-
anak atau Juvenale, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum 
dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering 
kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.
18
 
Pengertian anak pada berbagai peraturan perundang-undangan terdapat 
pluralisme. Hal demikian sebagai akibat dari setiap peraturan perundang-undangan 
mengatur secara tersendiri dalam mendefinisikan tentang anak. Dengan berbagai 
pengertian/definisi tersebut menunjukkan adanya disharmonisasi perundang-
undangan yang ada, sehingga dalam praktek di lapangan akan banyak kendalayang 
terjadi akibat dari perbedaan tersebut. Hadi Supeno mengungkapkan bahwa 
seharusnya setelah disahkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak yang dalam 
strata hukum dikategorikan sebagai lex specialism aka semua ketentuan lainnya 
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Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional 
Perlindungan Anak serta Penerapannya (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 1. 
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tentang definisi tentang anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dikeluarkan 
serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.
19
 
Karena adanya berbagai kepentingan yang hendak dilindungi oleh masing-
masing lapangan hukum, membawa akibat kepada adanya perbedaan penafsiran 
terhadap perumusan kriteria seorang anak perumusan seorang anak dalam berbagai 
rumusan Undang-undang tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, 
melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, 
kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu. 
Dalam konvensi tentang Hak-Hak Anak, secara tegas dinyatakan bahwa: 
“For the purposes of the convention, a child means every human being below 
the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained 
earlier” (yang dimaksud dengan anak menurut konvensi ini adalah setiap orang yang 
berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi 
anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal). Sedangkan menurut Sandard 
Minimum Rules (SMR-JJ) dinyatakan bahwa: Juvenale is a child or young person 
who under the resvektive legal system, may be dealt with for an offence in a manner 
whice is different from an adult (anak-anak adalah seorang anak atau remaja yang 
menurut sistem hukum masing-masing dapat diperlakukan sebagai pelaku suatu 
pelanggaran dengan cara yang berbeda dari seorang dewasa).
20
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Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), 
h. 38. 
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Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional 
Perlindungan Anak serta Penerapannya, h. 5. 
 26 
 
Menurut sejarah di Amerika Serikat, pada tahun 1989, di negara bagian 
Illinois, lebih dari satu juta anak pelaku tindak pidana ditangkap dan diteruskan ke 
penyidikan.
21
 
Beberapa pengertian/ definisi tentang anak menurut sejumlah peraturan 
perundang-undangan, sebagai berikut: 
a. Kitab Undang-undang Hukum pidana pasal 45: Dalam hal penuntutan pidana 
terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum 
umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya 
yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaannya, 
tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan 
kepada pemerintah tanpa pidana apapun; 
b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 330: Belum dewasa adalah mereka 
yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu 
telah kawin. Apabila pekawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 
(dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum 
dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, di 
bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ke 
tiga, ke empat, ke lima, ke enam bab ini. Penentuan arti istilah “belum dewasa” 
yang dipakai dalam beberapa peraturan perundang-undangan terhadap orang 
pribumi. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatbad 21 September 1917 
No. 738 L.N. 1917-1938 kemudian dicabut dan ditambah/diganti dengan 
Staatblad 31 Januari 1931 No. 54 L.N. 1931-1954 dan betul-betul dibentuk 
sebagai interpretasi resmi (walaupun bukan bentuk yang luwes), yakni: 
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Louis P. Carney, Correction, Treatment and Philosophy, Englewood Cliffs (New Jersey: 
Prentice-Hall, 1980), h. 247. 
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1) Apabila dalam peraturan-peraturan, Undang-undang memakai istilah 
“minderjarig” yang dimaksud di sini (golongan pribumi): orang yang belum 
mencapai usia 21 tahun dan tidak lebih dulu telah kawin. 
2) Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mencapai umur 21 (dua puluh 
satu) tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi belum dewasa.  
3) Yang dimaksud dengan perkawinan oleh ordonnantie ini bukanlah 
perkawinan anak-anak, yaitu perkawinan antara anak-anak yang masih sangat 
muda dan tidak diikuti dengan hidup bersama. 
c. Undang-undang No. 1 tanggal 6 Januari tahun 1951 tentang pernyataan 
berlakunya Undang-undang kerja No. 12 tanggal 20 April tahun 1948 dari 
Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia, L.N.R.I. No. 2 tahun 1951 pasal 1. 
Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan: a. Orang dewasa ialah orang laki-
laki maupun perempuan yang berumur 18 tahun ke atas; b. Orang muda ialah 
orang laki-laki maupun perempuan yang berumur di atas 14 tahun akan tetapi di 
bawah 18 tahun; c. Anak-anak ialah orang laki-laki maupun perempuan yang 
berumur 14 tahun kebawah. 
d. Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota 
Badan Permusyawaratan Rakyat/Perwakilan Rakyat, pasal 9 menentukan: Warga 
negara Republik Indonesia yang pada waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan 
umum, sudah genap 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin terlebih dahulu 
mempunyai hak memilih. 
e. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 menyebutkan 
bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 
(Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. 
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Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang di bawah 
umur 19 (Sembilan belas) tahun bagi seorang pria dan dibawah umur 16 (enam 
belas) tahun bagi seorang wanita. 
f. Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 1 angka 2: 
Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan 
belum pernah kawin. 
g. Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pasal 1: Dalam 
Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Anak adalah orang yang dalam 
perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun telah direvisi oleh 
Mahkamah Konstitusi menjadi 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 
18 (delapan belas) tahun. 
h. Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah 
oleh Undang-undang No. 35 tahun 2014 pasal 1: Dalam Undang-undang ini yang 
dimaksud dengan: 1. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
i. Dalam yurisprudensi tetap batas kedewasaan, tidak seragam. Sebagai gambaran 
dalam putusan MA No. 53K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1952, umur 15 tahun 
dianggap telah dewasa untuk perkara yang terjadi di daerah Bali. 
j. Dalam putusan MA No. 601 K/Sip/1976 tanggal 18 November 1976, umur 20 
tahun dianggap telah dewasa untuk perkara yang terjadi di daerah Jakarta.
22
 
Dengan demikian, maka pengertian anak pada umunya adalah seorang yang 
masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada 
beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batas umur 
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Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, h. 39. 
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kedewasaan seseorang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut 
manakah dilihat dan ditafsirkan, apakah dari sudut pandang perkawinan, dari sudut 
pandang kesejahteraan anak dan dari sudut pandang lainnya. Hal ini tentu ada 
pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang. Batas umur 
minimum ini berhubungan erat dengan soal pada umur berapakah pembuat atau 
pelaku tindak pidana dapat dihadapkan ke pengadilan dan dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Sedangkan batas umur 
maksimum dalam hukum pidana adalah untuk menetapkan siapa yang sampai batas 
umur ini diberikan kedudukan anak, sehingga harus diberi perlakuan hukum khusus.  
Dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa 
tidak didasarkan pada batas usia. Bahkan tidak dikenal adanya pembedaan antara 
anak dan dewasa sbagaimana diakui dalam pengertian hukum adat. Dalam ketentuan 
hukum islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak (belum balig dan 
balig). Seseorang dikategorikan sudah balig ditandai dengan adanya tanda-tanda 
perubahan badaniah, baik terhadap seseorang pria maupun wanita. Seorang pria 
dikatakan sudah balig apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh orang 
dewasa (Alhuluma). Sedangkan bagi wanita, dikatakan sudah balig apabila ia telah 
mengalami haid (menstruasi).
23
 
Dengan demikian, dalam pandangan hukum Islam, seseorang yang 
dikategorikan memasuki usia balig merupakan ukuran yang digunakan untuk 
menentukan umur awal seseorang mempunyai kewajiban melaksanakan syariat Islam 
dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan kata lain terhadap mereka telah balig dan 
berakal, berlakulah seluruh ketentuan hukum Islam. 
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Perlindungan Anak serta Penerapannya, h. 2.  
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Dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang sudah balig atau belum 
balig tidak didasarkan pada batas usia, melainkan didasarkan atas tanda-tanda 
tertentu. Terdapat beberapa kategori perkembangan seseorang terkait dengan 
kewajiban melaksanakan syar’i. seseorang dikategorikan Mukalaf, yaitu seseorang 
laki-laki muslim yang sudah berakal balig. Sama dengan wanita muslimah berakal 
dan balig. Seseorang dikategorikan Balig, laki-laki bila sudah mimpi dan wanita bila 
sudah haid. Sedangkan Mumayid, adalah anak kecil yang belum balig. Namun 
demikian, Muhammad Ustman Najati dalam Kitab Nabi ilmu jiwa, mengkategorikan 
remaja adalah perubahan anak kecil setelah masa akhir anak-anak ke masa remaja, 
biasanya dimulai pada usia 12 tahun sampai 21 tahun.
24
 
Dalam hukum pidana Islam, batasan usia minimum seorang anak tidak 
dijelaskan secara jelas, disamping banyaknya perbedaan pendapat di antara para 
ulama. Adanya perbedaan pendapat dikalangan para ulama fiqh mengenai batas usia 
minimum bagi anak yang dikenakan pemidanaan, dapat dijadikan sebuah rujukan 
dalam menetapkan sanksi pemidanaan terhadap anak. Penetapan umur dianggap 
penting, karena baik dalam hukum nasional maupun hukum pidana Islam, umur 
dijadikan sebagai acuan bagi hakim dalam menentukan jenis sanksi yang akan 
dibebankan pada seorang anak tersebut. Seperti halnya dalam hukum pidana Islam, 
ketentuan adanya pidana dibebankan terhadap orang yang telah dibebani kewajiban 
hukum (mukallaf), dan bukan orang yang belum mengerti dan paham akan hukum 
(anak-anak).
25
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2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum 
Jika diperhatikan pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana 
dimaksud pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa 
Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah 
sistem mengenai proses penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan 
hukum”. 
“Anak yang berhadapan dengan hukum” yang dimaksud oleh UU No. 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 
11 Tahun 2012, terdiri atas: 
a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak 
yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) 
tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3); 
b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban 
adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami 
penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak 
pidana (pasal 1 angka 4); 
c. Anak yang menjadi sanksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi 
adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat 
memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, 
dilihat dan/atau dialaminya sendiri (pasal 1 angka 5).
26
 
Frasa “anak yang berhadapan dengan hukum” dalam pasal 1 angka 2 diambil 
dari ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal berikut. 
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a. Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan:  
Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab 
untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak 
yang berhadapan dengan hukum dan seterusnya. 
b. Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan: 
1) Ayat (1): perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan 
hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung 
jawab pemerintah dan masyarakat. 
2) Ayat (2): Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui: 
a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-
hak anak; 
b) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; 
c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus; 
d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; 
e) Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak 
yang berhadapan dengan hukum; 
f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan orang tua atau 
keluarga; dan 
g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk 
menghindari labelisasi.
27
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Dalam hal anak berhadapan dengan hukum diupayakan diversi untuk anak 
tersebut. Maksud dari diversi tersebut, kemudian dijabarkan dalam pasal 6 UU No. 11 
Tahun 2012 yang menetukan bahwa tujuan dari diversi adalah: 
1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak; 
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; 
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; 
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; 
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.28 
Sedangkan pengertian diversi tersebut adalah pemberian kewenangan kepada 
aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam 
menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil 
jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses 
peralihan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan 
bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat dilakukan 
di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak 
negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.
29
  
 
D. Tindak Pidana 
1. Tindak Pidana 
Dalam hukum Nasional tindak pidana diartikan dalam KUHP bahwa tindak 
pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan 
dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa 
badan. Penjelasan tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa hukum pidana adalah 
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berisikan peraturan tentang keharusan sekaligus larangan. Pada prinsipnya sesuai 
dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, tujuan pokok diadakannya hukum 
pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu 
kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikan 
baik itu dating dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi).
30
 
Dalam hal ini, beberapa definisi lainnya tentang tindak pidana, antara lain:  
a. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang 
pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.” 
b. Menurut D. Simons, tindak pidana (strafbaar feit) adalah kelakuan (handeling) 
yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan 
dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung 
jawab (eene strafbaar gestelde”onrechtmatige, met schuld in verband handeling 
van een toerekeningsvatbaar person”). 
c. Menurut G.A. Van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno, 
“strafbaar feit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan 
dalam wet,yang bersifat melawan hukum, yang dapat dipidana (strafwaardig) dan 
dilakukan dengan kesalahan.
31
 
Sedangkan Moeljatno menggunakan istilah lain tentang tindak pidana, 
Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai 
“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman 
(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”. 
Adapun istilah perbuatan pidana lebih tepat, alasannya adalah: 
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a. Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu 
kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan 
itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan 
pada orangnya. 
b. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang 
ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan 
(yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar 
larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat 
pula. 
c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan 
istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua 
keadaan kongkrit yaitu: pertama adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua 
adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.
32
 
Tampak dalam rumusan itu tidak memasukkan unsur/anasir yang berkaitan 
dengan pelakunya. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu 
mempunyai syarat-syarat, yaitu: 
a. Harus ada suatu perbuatan manusia. 
b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum. 
c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus 
dapat dipertanggungjawabkan. 
d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum. 
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e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam Undang-
undang.
33
 
Berdasarkan pandangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tindak 
pidana ialah perbuatan yang dilakukan manusia dan bersifat melawan hukum dan 
dapat dikenai sanksi pidana. 
Adapun unsur-unsur dari tindak pidana adalah sebagai berikut: 
a. Unsur tingkah laku. Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh 
karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan  dalam rumusan karena 
tingkah laku adalah unsur mutlak dalam tindak pidana. 
b. Unsur melawan hukum. Dari sudut Undang-undang, suatu perbuatan tidaklah 
mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang 
artinya setiap perbuatan yang diterapkan sebagai dilarang dengan 
mencantumkannya dalam peraturan perundang-undangan. 
c. Unsur kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang 
sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat 
pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Unsur kesalahan yang mengenai keadaan 
batin pelaku adalah berupa unsur yang menghubungkan antara perbuatan pelaku 
dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku. 
d. Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada: tindak pidana materiil, tindak pidana 
yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana dan tindak pidana 
dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat. 
e. Unsur keadaan yang menyertai, adalah unsur tindak pidana yang berupa semua 
keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilkukan. 
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f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana. Unsur ini hanya terdapat 
pada tindak pidana aduan. 
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana. Unsur ini adalah berupa 
alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau 
syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil. 
h. Unsur syarat tambahan untuk dpatanya dipidana adalah berupa unsur keadaan-
keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan 
untuk dapat dipidananya perbuatan.
34
  
Pada hakekatnya, tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan 
masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat. Dimana ada masyarakat 
disitu ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan 
masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapusnya, tindak 
pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana tidak mungkin terhapus melainkan 
hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya. 
 
2. Tindak Pidana dalam Hukum Islam 
Kata pidana dalam hukum islam disepadankan dengan jinayat (Jarimah). 
Dalam syari’at islam jinayat bermakna segala tindakan yang dilarang oleh syariat 
untuk melakukannya.
35
  
Jinayah adalah tindakan kriminal atau tindakan kejahatan yang mengganggu 
ketentraman umum serta tindakan melawan perundang-undangan. Artinya istilah ini 
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mengacu kepada hasil perbuatan seseorang, biasanya perbuatan tersebut terbatas pada 
perbuatan yang dilarang.
36
 
Dari keterangan diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa setiap 
jinayat atau tindak pidana itu harus memiliki rukun-rukun umum atau unsur-unsur 
yang harus dipenuhi, yaitu: 
a. Nash yang melarang perbuatan atau mengancam hukuman terhadapnya dan unsur 
ini biasa disebut “unsur formil” (rukun syar’i). 
b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan 
nyata atau sikap tidak berbuat, dan ini biasa disebut “unsur materil” (rukun 
maddi). 
c. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai 
pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya dan unsur ini biasa 
disebut “unsur moril” (rukun adabi).37 
Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa jinayat adalah kejahatan-
kejahatan yang dilarang oleh syara’ yang diancamkan dengan hukumanan had atau 
hukuman ta’zir.38 Larangan tersebut adakalanya melakukan perbuatan yang dilarang 
dan adakalanya tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan. Di mana di dalam 
jarimah (tindak pidana) terbagi dalam beberapa bagian: 
a. Berdasarkan berat ringannya hukuman, tindak pidana dalam kelompok ini terbagi 
kepada, tindak pidana hudud, tindak pidana kisas dan diyat serta tindak pidana 
takzir. 
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b. Berdasarkan niat pelaku, tindak pidana dalam bagian ini meliputi tindak pidana 
disengaja dengan tindak pidana tidak disengaja. 
c. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, tindak pidana ini dibagi kepada tindak 
pidana yang tertangkap basah dengan tindak pidana yang tidak tertangkap basah. 
d. Berdasarkan cara melakukannya, tindak pidana ini dibagi kepada tindak pidana 
positif dan tindak pidana negative, tindak pidana tunggal dan tindak pidana 
berangkai, tindak pidana terjadi seketika (temporal) dan tindak pidana terjadi 
dalam waktu lama (nontemporal). 
e. Berdasarkan karakter khusus, tindak pidana ini dibagi kepada tindak pidana yang 
mengganggu masyarakat umum, tindak pidana yang mengganggu individu, tindak 
pidana biasa dan tindak pidana politik.
39
 
 
E. Tindak Pidana Pencurian 
1. Tindak Pidana Pencurian 
Secara umum yang dimaksud dengan tindak pidana pencurian sebagaimana 
yang disebutkan dalam pasal 362 KUHP adalah barang siapa mengambil barang 
sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk 
dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. 
Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda di dalam 
kehidupan masyarakat sehari-hari peristiwa ini sering terjadi. Kejahatan terhadap 
harta benda bahkan terbesar di antara jenis-jenis kejahatan yang mengganggu 
kepentingan manusia dalam menjalankan aktivitasnya, bahkan mengganggu 
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ketentraman dan keamanan dalam masyarakat. Pada hakekatnya setiap perbuatan 
pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahirnya (fakta) oleh perbuatan, mengandung 
kelakuan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan.
40
 Agar seseorang dapat 
dinyatakan terbukti telah melakukan semua unsur dari tindak pidana pencurian dalam 
bentuk pokok seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP. Adapun tindak pidana 
pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP terdiri atas 
unsur objektif dan subjektif  yaitu sebagai berikut: 
a. Unsur Objektif 
Unsur objektif ada perbuatan mengambil, yang diambil sesuatu barang, 
barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Disini dijelaskan 
bahwa adanya “perbuatan” dan perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum 
serta dilarang oleh Undang-undang, apabila dilanggar akan mendapat sanksi pidana 
berupa penjara.
41
 
1) Perbuatan “mengambil”, yang diambil adalah suatu “barang”, dan barang itu 
harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, pengambilan itu dilakukan 
dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan “melawan hukum” atau 
melawan hak. Apabila ada barang yang diambil namun tidak untuk dimiliki, 
berarti itu tidak termasuk dalam pencurian. 
2) Barang yang dimaksudkan adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, 
sesuatu barang yang bukan kepunyaan orang lain tidak menimbulkan pencurian, 
misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah dibuang 
oleh yang punya dan termasuk barang milik sendiri. 
                                                             
40
Kurniati, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, h. 83. 
41
Ismul Gunadi & Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jakarta: PT 
Fajar Interpratama Mandiri, 2014), h. 128. 
 41 
 
b. Unsur Subjektif 
Unsur subjektif yaitu, dengan maksud, untuk memiliki, secara melawan 
hukum. 
1) Istilah ini terwujud dalam adanya kehendak, atau tujuan pelaku untuk memiliki 
barang secara melawan hukum. Berarti adan niat di dalam hati pelaku untuk 
memiliki barang yang diambilnya. 
2) Untuk memiliki, barang itu dijadikan sebagai barang milik bagi si pelaku. 
3) Secara melawan hukum, yakni perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak 
atau kekuasaan sendiri dari si pelaku. Si pelaku harus sadar bahwa barang yang di 
ambilnya adalah milik orang lain.
42
 
Setelah dibahas mengenai unsur-unsur dalam pencurian, dan selanjutnya 
diuraikan macam-macam tindak pidana pencurian. 
Secara umum sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) pencurian dibedakan atas: 
a. Pencurian biasa 
Yang dimaksud dengan pencurian biasa sebgaimana yang telah dijelaskan 
sebelumnya adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, 
diancam karena pencurian dengan penjara paling lama lima tahun atau denda 
paling banyak Sembilan ratus rupiah.
43
 
b. Pencurian berkualifikasi atau dengan pemberatan 
Jenis pencurian ini diatur dalam pasal 363 KUHP. Yang dimaksud dengan 
pencurian dengan pemberatan adalah suatu delik (tindak pidana) pencurian yang 
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dalam pelaksanaannya terdapat unsur-unsur yang memberatkan seperti: pidana 
dengan ancaman penjara  paling lama 7 (tujuh) tahun bagi: 
1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 
1) Pencurian ternak; 
2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau 
gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan 
kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; 
3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup 
yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak 
diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; 
4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih: 
5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk 
sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong 
atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu 
atau pakaian jabatan palsu.
44
 
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir ketiga disertai dengan salah satu 
hal dalam butir keempat dan kelima, maka diancam dengan pidana penjara 
paling lama sembilan tahun.
45
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c. Pencurian ringan 
Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun 
perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam 
sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang 
dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan 
dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua 
ratus lima puluh rupiah.
46
 
d. Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
Jenis pencurian ini diatur dalam pasal 365 KUHP, yang rumusannya sebagai 
berikut: 
1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang 
didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atsu mempermudah 
pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri 
sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. 
2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: 
a) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan; 
b) Jika perhuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; 
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c) Jika masuk kc tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat 
atau dengan memakai anak kunci palsu, periniah palsu atau pakaian jabatan 
palsu; 
d) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. 
3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara 
paling lama lima belas tuhun. 
4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama 
waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakihntkan luka 
berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, 
disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.
47
 
e. Pencurian dalam kalangan keluarga 
Jenis pencurian ini diatur dalam pasal 367 KUHP, yang rumusannya sebagai 
berikut: 
1) Jika pembuat atau pemhantu ciari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami 
(istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau 
terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin 
diadakan tuntutan pidana. 
2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta 
kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis 
lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya 
mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. 
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3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain 
daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi 
orang itu.
48
 
2. Pencurian dalam Hukum Pidana Islam 
Pencurian secara umum diartikan dengan: “Mengambil untuk memiliki 
sesuatu yang bukan haknya”. Dalam arti yang lebih jelas lagi: menjadikan sesuatu 
yang bukan miliknya, menjadi miliknya dengan cara dan dalam bentuk apa saja, baik 
sesuatu itu hak milik orang perorang atau milik masyarakat.
49
  
Apa yang disebutkan di atas lebih tegas lagi dinyatankan Allah dalam surat 
An-Nisa/4:29; 
                             
              
 
Terjemahnya: 
 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
50
 
 
Ada dua hal yang dimaksud oleh ayat tersebut di atas: 
a. Haram memakan harta orang lain secara batil atau tidak secara baik. 
b. Dikecualikan dari larangan tersebut mendapatkan hak orang lain melalui transaksi 
yang berlaku secara suka sama suka. 
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Menurut Mahmud Syaltut pencurian adalah mengambil barang orang orang 
lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai 
menjaga barang tersebut. Pencurian ada dua macam: 
a. Pencurian yang diancam dengan hukuman had. Pencurian yang diancam dengan 
hukuman had itu meliputi; 1) pencurian ringan, adalah mengambil harta milik 
orang dengan cara diam-diam dengan jalan sembunyi-sembunyi. 2) pencurian 
berat, adalah mengambil harta orang lain dengan cara kekerasan. 
b. Pencurian yang hanya diancam dengan hukuman takzir, pencurian ini dibagi 
kepada dua bagian, yaitu sebagai berikut; 1) semua jenis pencurian yang dikenai 
hukuman had, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat. Contoh 
pengambil harta milik anak oleh ayahnya. 2) pengambilan harta milik orang lain 
dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Contoh 
menjambret kalung dari leher wanita, penjambret melarikan diri dan pemilik 
kalung berteriak minta tolong.
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Dasar larangan bagi tindak pidana kejahatan pencurian adalah QS Al-
Maidah/5:38 
                                   
 
Terjemahnya: 
Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan 
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai 
siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
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Kejahatan pencurian seperti yang dimaksudkan oleh ayat Al-Qur’an tersebut 
keharamannya sudah jelas dan ancaman hukumannya adalah dipotong tangan. 
Hukuman potong tangan hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat sebagai 
berikut: 1) harta yang diambil secara diam-diam. Diambil artinya harta itu telah 
berpindah tempat dari tangan pemiliknya ke tangan pencuri, 2) barang yang dicuri 
harus memiliki nilai. Sebab hukuman potong tangan tidak dapat dilakukan terhadap 
pencuri pasir atau pencuri barang-barang tidak legal seperti babi, 3) barang yang 
dicuri harus disimpan ditempat yang aman, 4) barang yang dicuri harus milik orang 
lain, jika barang itu sebagian menjadi milik pencuri itu atau telah menjadi milik 
pencuri, 5) pencurian harus mencapai nilai minimum tertentu (nisab).
53
 
Adapun unsur-unsur pencurian tersebut sebagai berikut: 
a. Mencuri itu mengandung arti mengambil yaitu memindahkan sesuatu dari suatu 
tempat ke wilayah pemilikannya, seperti memindahkan uang dari kantong 
seseorang ketangannya. Bila tidak beralih tempatnya tidak dapat dinamai 
mengambil. 
b. Yang diambil itu adalah harta berwujud barang yang nyata dan dapat 
dipindahkan. Oleh karena itu, harta itu adalah dalam bentuk bergerak. Termasuk 
ke dalam pengertian ini yang beralih itu adalah manfaatnya dengan tidak 
mengurangi wujud nyatanya, seperti mengambil tenaga listrik. Harta itu suatu 
yang dapat diperjual-belikan. Dalam pengertian ini sesuatu yang tidak dapat 
diperjual-belikan seperti daging babi dan khamar tidak termasuk kepada barang 
curian. 
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Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam 1, h. 84.  
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c. Harta yang diambil itu mempunyai nilai minimal tertentu. Sebagian kecil ulama 
yaitu Hadawiyah dan kebanyakan ulama Iraq berpendapat bahwa batas minimal 
adalah sepuluh dirham; dengan alasan bahwa perisai yang dicuri yang padanya 
Nabi menetapkan hukuman potong tangan, bernilai sepuluh dirham. 
d. Barang yang dicuri itu sepenuhnya milik orang lain. Hal ini mengandung arti 
bahwa bila yang dicurinya itu sepenuhnya miliknya sendiri yang berada di tangan 
orang lain, atau sebagian dari barang yang dicurinya itu adalah miliknya, tidak 
termasuk pada pencurian yang diancam dengan potong tangan, seperti mencuri 
harta serikat yang sahamnya sendiri melebihi nilai yang dicurinya. 
e. Barang yang dicuri itu berada dalam tempat yang tersimpan dan terjaga untuk itu. 
Hal ini mengandung arti bahwa bila yang dicuri itu berada di luar tempat yang 
digunakan untuk menjaganya, seperti terletak ditengah jalan atau diluar 
pekarangannya tanpa ada yang menjaga, tidak disebut mencuri dalam pengertian 
ini. 
f. Pengambilan harta dilakukan dengan sembunyi dan diam-diam tanpa 
sepengetahuan pemiliknya. Ini merupakan sifat dari suatu perbuatan untuk 
dinamai pencurian. 
g. Kesengajaan melakukan pencurian dengan maksud untuk memiliki. Karena 
pencurian itu termasuk kejahatan yang diancam dengan hukuman yang berta, 
maka hukuman itu baru dikenakan bila pencuri tersebut melakukan secara sadar 
dan sengaja serta mengetahui bahwa yang dilakukannya itu adalah suatu 
kejahatan yang dilarang Allah.
54
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Oleh karena pencurian itu adalah tindak kejahatan yang diancam dengan 
hukuman yang berat maka pencurian itu betul-betul telah terjadi secara meyakinkan. 
Untuk maksud tersebut dilakukan usaha pembuktian. 
Pembuktian terjadinya pencurian dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: 
a. Kesaksian dua orang saksi muslim, laki-laki yang telah dewasa berakal sehat, 
bersifat adil, tidak ada hubungan kerabat atau permusuhan dengan pelaku yang 
dituduh dan menyaksikan sendiri terjadinya pencurian itu. Karena yang menjadi 
objek dalam perkara ini berkenaan dengan harta, maka dapat diterima kesaksian 
dua orang perempuan sebagai pengganti seorang laki-laki. 
b. Pengakuan dari pelaku pencurian yang memberikan pengakuannya secara sadar 
tanpa paksaan sedangkan dia seorang yang dapat diterima pengakuannya dalam 
arti dia telah dewasa dan berakal sehat. 
c. Sumpah balik yaitu penolakan sumpah yang dimintakan daripadanya yang 
menyatakan dia tidak melakukan pencurian. Penolakan sumpah ini mempunyai 
kekuatan sebagai pengakuan.
55
 
Dalam hal ini, pembuktian pencurian harus ada saksi, pembuktian dan sumpah 
dari pelaku pencurian karena dengan pembuktian ini pelaku dapat diberikan 
hukuman. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research 
kualitatif. Selain itu,  juga menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 
bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek 
yang menjadi pokok permasalahan. Adapun lokasi penelitian adalah Kejaksaan 
Negeri Bantaeng. 
 
B. Pendekatan penelitian 
Jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif (hukum positif) 
yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal 
dalam peraturan perundang-undangan dan yuridis empiris yaitu pendekatan yang 
meninjau dan menganalisa masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan 
berdasarkan data kepustakaan melalui field research. Penelitian ini menekankan segi-
segi yuridis, dengan melihat pada peraturan perundang-undangan dan penetapannya. 
 
C. Sumber Data  
Dalam penelitian ini digunakan sumber data primer dan sekunder. 
1. Data primer  
Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian 
di lapangan yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Bantaeng dengan cara-cara seperti 
interview yaitu berarti kegiatan terjun langsung ke lapangan dengan mengadakan 
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wawancara  pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas 
mengenai peran Kejaksaan terhadap penuntutan anak yang melakukan tindak pidana 
pencurian di Kabupaten Bantaeng dan didukung oleh data-data kualitatif. 
2. Data sekunder 
Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian 
kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan atau 
data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan 
primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder 
dikumpulkan melalui field research dengan jalan menelaah buku-buku, peraturan 
perundang-undangan dan publikasi lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian 
ini. 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Wawancara 
Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang 
dilakukan dengan bertatapan langsung dengan responden, sama seperti penggunaan 
daftar pertanyaan.
1
 Oleh karena itu peneliti menggunakan metode ini karena dianggap 
lebih efektif dalam memperoleh data. 
2. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-
dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karya 
yang bersangkutan dengan penelitian ini. 
                                                             
1
Moehar Daniel, Metode Penelitian Sosial Ekonomi (Jakarta: PT.Bumi Askara, 2002), h. 143. 
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3. Observasi  
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-
gejala yang diteliti.
2
 Penggunaan metode observasi dalam penelitian diatas 
mempertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif yang dilakukan 
secara langsung dengan mengamati objek. Digunakan teknik ini untuk mengetahui 
kenyataan yang ada di lapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
mengamati, mencatat dan menganalisa secara sistematis. Pada observasi ini 
dimaksudkan untuk mendapatkan data yang efektif mengenai peran Kejaksaan 
terhadap penuntutan anak yang melakukan tindak pidana pencurian perspektif hukum 
Islam dan hukum Nasional di Kabupaten Bantaeng. 
 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti 
sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh penelitian kualitatif siap 
melakukan peneliti yang selanjutnya terjung kelapangan. Adapun alat-alat yang harus 
disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut: 
1. Pedoman wawancara  
Pedoman Wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang 
berupa daftar pertanyaan. 
 
 
                                                             
2
Husaini Usman Poernomo, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 
54. 
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2. Buku catatan dan pulpen 
Buku catatan dan pulpen yaitu alat yang berfungsi untuk mencatat dan 
menulis semua percakapan dengan sumber data. 
3. Kamera  
Kamera yaitu alat berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan 
pembicaraan dengan informan. 
 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Pengolahan Data 
Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-
data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode 
pengolahan data dalam penelitian ini adalah: 
a. Editing data  
Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk 
mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan 
dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan 
memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan-raguan atas data yang 
diperoleh dari hasil wawancara. 
b. Coding data  
Coding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan penelitian 
kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal pada 
permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut. 
2. Analisis Data 
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Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah 
yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis 
data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang 
dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa 
yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali. 
 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahan data penelitian. Suatu  
penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh 
kesimpulan yang objektif. Maksudnya bahwa suatu penelitian bila telah memenuhi 
standar objektivitas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji keabsahan data 
penelitiannya. 
Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil 
penelitian, dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian. Pengamatan yang 
cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik triangulasi. 
Teknik triangulasi dalam penelitian merupakan teknik pemeriksaan keabsahan 
data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang 
paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.
3
 Tetapi 
triangulasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah triangulasi sumber data 
penelitian. 
                                                             
3
Lexy J.Moleon, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 
h. 178. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Singkat Kejaksaan Negeri Bantaeng 
Kejaksaan Negeri Bantaeng pertama kali didirikan pada tahun 1948 di Jl. 
Raya Lanto Daeng Pasewang No. 86, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng dengan kepala 
kejaksaan pertama yaitu Muhammad Saleh yang menjabat hingga tahun 1957.  
Setelah itu, gedung Kejaksaan Negeri Bantaeng berpindah tempat ke Jl. Andi 
Mannapiang No. 9, Bantaeng dan diresmikan pada tahun 1981. Hingga sampai saat 
ini gedung Kejaksaan Negeri Bantaeng tetap bertempat di Jl. Andi Mannapiang No. 
9, Bantaeng. 
Adapun nama-nama yang pernah menjabat sebagai kepala Kejaksaan Negeri 
Bantaeng adalah sebagai berikut: 
a. Muhammad Saleh (Tahun 1948-1957) 
b. D. Siswadi (Tahun 1957-1961) 
c. Arifuddin Dg. Mangeppe (Tahun 1961-1965) 
d. Kamaluddin Makka ( Tahun 1966-1970) 
e. M. Arsyad Yunus, SH (Tahun 1970-1977) 
f. Muh. Ishak, SH (Tahun 1977-1984) 
g. Tandi Wali, SH ( Tahun 1984-1989) 
h. Bachrum, SH (Tahun 1989-1995) 
i. Barman Zahir, SH (Tahun 1995-1996) 
j. M. Sadar Sellang, SH (Tahun 1996-1997) 
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k. Mustafa Chani, SH (Tahun 1997-1999) 
l. Abd. Fattah Rioeh, SH (Tahun 1999-2002) 
m. Dede Riki, SH. MH (Tahun 2002-2004) 
n. Mochammad Nasrun, SH (Tahun 2004-2006) 
o. Murtanto, SH (Tahun 2006-2008) 
p. Hj. Nur Yalamlan Cayana, SH. MH (Tahun 2008-2011) 
q. Handoko Setyawan, SH. MH (Tahun 2011-2014) 
r. Erry Pudyanto Marwantono, SH. MH (Tahun 2014-sekarang) 
 
2. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Bantaeng 
a. Visi Kejaksaan : 
Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, 
transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan 
supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang 
berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepautan. 
b. Misi Kejaksaan R.I : 
1) Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan 
wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara 
seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, 
serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, 
proposional dan bermartabat melalui penerapan Standard Operating Procedure 
(SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien. 
 57 
 
2) Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka 
mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan 
upaya penegakan hukum. 
3) Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh 
tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-
hak publik; 
4) Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi 
Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama 
pengimplementasian program quickwins agar dapat segera diakses oleh 
masyarakat, penyusunan cetak biru (blue print) pembangunan sumber daya 
manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, 
menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, 
peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai 
melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat 
berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal. 
5) Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral 
dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan 
wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta 
tugas-tugas lainnya yang terkait. 
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3. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Bantaeng 
SUSUNAN ORGANISASI KEJAKSAAN NEGERI BANTAENG 
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ADVANI ISMAIL FAHMI, SH 
___________________________________ 
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PRIMA SOPHIA GUSMAN, SH 
__________________________________
_ 
JAKSA 
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FAKHRUL FAISAL, SH,MH 
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_ 
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Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng adalah bapak Erry Pudyanto Marwantono, 
SH, MH yang bertugas mengawasi dan mengendalikan segala kegiatan di Kejaksaan 
Negeri Bantaeng dan dibantu oleh beberapa staf lainnya, di antaranya adalah sebagai 
berikut: 
a. Sub Bagian Pembinaan yaitu Andi Arwin Suaib, SH yang bertugas mengawasi 
sebagai berikut: 
1) Urusan Kepegawaian yaitu Nursyam yang bertugas mengurusi semua masalah 
kepegawaian dan persuratan. 
2) Urusan Keuangan yaitu Mansur Achmad, SH yang bertugas mengurus 
masalah anggaran keuangan kantor Kejaksaan Negeri Bantaeng. 
3) Urusan Perlengkapan yaitu Muhammad Rum yang bertugas mengurusi 
perlengkapan kantor Kejaksaan Negeri Bantaeng. 
4) Urusan Tata Usaha, Daskrimti Dan Perpustakaan yaitu Bakri, A.Md yang 
bertugas mengurusi persuratan sekaligus aparatur SIMKARI (aplikasi 
kejaksaan) dan perpustakaan kantor Kejaksaan Negeri Bantaeng. 
b. Seksi Intelijen yaitu Fakhrul Faisal, SH, MH yang bertugas mengurusi masalah 
penyelidikan langsung dilapangan. 
c. Seksi Tindak Pidana Umum yaitu Advani Ismail Fahmi, SH yang bertugas 
menangani perkara pidana umum. 
d. Seksi Tindak Pidana Khusus yaitu Prima Sophia Gusman, SH yang betugas 
menangani perkara khusus (Tindak pidana korupsi). 
 60 
 
e. Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara yaitu Muh. Agung, SH. MH yang bertugas 
menangani perkara perdata (Sengketa) dan hubungan kerja sama antar instansi 
lain.
1
 
 
B. Regulasi yang Mengatur Tentang Kedudukan Kejaksaan Terhadap Penuntutan 
Anak yang Melakukan Tindak Pidana 
Menurut Rini Wijaya sebagai jaksa fungsional mengatakan bahwa regulasi 
yang mengatur mengenai kedudukan kejaksaan terhadap penuntutan anak yang 
melakukan tindak pidana yaitu terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2
 
Agar dapat memperjelas regulasi tentang kedudukan kejaksaan dalam tahap 
penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, maka terlebih dahulu 
ditentukan variabel yang akan dibahas, yakni mengenai: Kewajiban Kejaksaan; 
Kewenangan Kejaksaan; dan Hak Kejaksaan.  
Dalam hal kewajiban telah diatur pada UU No. 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) yakni “Kejaksaan Republik Indonesia 
yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga 
pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta 
kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”. Melihat pada Pasal 41 ayat (1) UU 
No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga telah jelas bahwa 
penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang telah 
                                                             
1
Rika Arsyad (25 tahun), Staf Administrasi, Wawancara, Bantaeng, 23 Januari 2017. 
2
Rini Wijaya (30 tahun), Jaksa Fungsional, Wawancara, Bantaeng, 24 Januari 2017. 
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ditetapkan berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung. Pasal 42 
ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang 
menjelaskan bahwa Penuntut Umum berkewajiban mengupayakan diversi, berarti 
meski Kejaksaan wajib melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan tetapi tetap 
ada upaya diversi agar pelaku anak yang melakukan tindak pidana tidak dituntut. 
Oleh karena itu jaksa selain berpengalaman sebagai penuntut umum, ia juga harus 
memahami masalah tentang anak, baik tentang karakter maupun psikologi anak.
3
 
Kewenangan Kejaksaan terdapat pada Pasal 14 KUHAP yaitu menerima dan 
memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu dan 
mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan 
memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4). Kewenangan Kejaksaan 
juga tercantum dalam Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia, yakni di dalam bidang pidana salah satunya memiliki wewenang 
melakukan penuntutan, kewenangan lainnya tercantum dalam keputusan bersama 
tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam Pasal 7 yang 
menyebutkan selain berwenang melakukan penuntutan maka berwenang pula 
menyiapkan jaksa dan tenaga administrasi di setiap kantor Kejaksaan, menyediakan 
ruang pemeriksaan khusus, mengadakan diskusi secara rutin, menyusun 
panduan/pedoman, surat edaran/standar operasional prosedur penanganan anak yang 
berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif, membentuk 
Kelompok Kerja Penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, melakukan 
sosialisasi internal, dan mengefektifkan fungsi kepala Kejaksaan Tinggi.
4
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Hak yang dimiliki oleh Kejaksaan terdapat dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP 
bahwa Kejaksaan berhak menghentikan penuntutan apabila tidak terdapat cukup bukti 
atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, dan 
Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan yang isinya 
diberitahukan kepada tersangka yang turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan 
pada tersangka atau keluarga atau Penasihat Hukum, pejabat Rumah Tahanan Negara, 
penyidik dan hakim.
5
 
Dari analisis variabel di atas maka peneliti simpulkan bahwa sudah ada 
kesinkronan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain sehingga antar 
peraturan sama-sama saling menguatkan dan mendukung guna tercapainya 
pelaksanaan peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terutama dalam tahap 
penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. 
 
C. Peran Kejaksaan Negeri Bantaeng Terhadap Penuntutan Anak yang 
Melakukan Tindak Pidana Pencurian 
Lembaga Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum, pelindung dan 
pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum. Lembaga 
Kejaksaan dengan demikian berperan sebagai penegak hukum. Penyelenggaraan 
tugas penuntutan dalam konteks kelembagaan merupakan upaya untuk mewujudkan 
ketentuan-ketentuan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, melalui aparat 
penegak hukum dilingkungan lembaga Kejaksaan, yaitu para Jaksa Penuntut Umum. 
Kejaksaan adalah lembaga negara yang berwenang melimpahkan perkara pidana, 
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menuntut pelaku tindak pidana dipengadilan dan melaksanakan penetapan dan 
putusan hakim pidana. 
Jaksa berperan aktif menjadi bagian dalam tugas penuntutan dengan 
memberikan instruksi, baik lisan maupun tulisan kepada kepolisian dalam tindak 
pidana tertentu misalnya kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di 
kabupaten Bantaeng.  
Menurut Advani Ismail Fahmi kepala seksi tindak pidana umum mengatakan 
bahwa sebelum melakukan penuntutan, jaksa terlebih dahulu melakukan 
prapenuntutan, di mana prapenuntutan itu adalah tindakan jaksa untuk memantau 
perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyelidikan 
dan penyidikan, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil 
penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi 
oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat 
dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Jika menurut pendapat penuntut umum 
berkas perkara belum lengkap, terutama kelengkapan mengenai bukti-bukti apakah 
sudah lengkap untuk dapat dibuat surat dakwaan untuk kemudian dilakukan 
penuntutan, maka penuntut umum harus mengembalikan kepada penyidik semula 
untuk disempurnakan disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk 
dilengkapi dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, 
penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut 
umum. Setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap 
dari penyidik ia segera membuat surat dakwaan dan surat dakwaan tersebut 
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dilimpahkan kepengadilan untuk dijadikan dasar dalam pemeriksaan di sidang 
pengadilan.
6
 
Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa prosedur penanganan perkara dalam 
Kejaksaan memang harus dimulai dari prapenuntutan terlebih dahulu sebelum 
dilakukan penuntutan karena untuk mengetahui lebih jelas apakah perkara tersebut 
dapat dilanjutkan ke proses penuntutan atau tidak dan dengan bukti-bukti yang 
lengkap agar dapat dilimpahkan ke pengadilan. Tetapi terkhusus untuk penanganan 
perkara anak itu sendiri berbeda penanganannya dari orang dewasa. Karena dalam hal 
ini proses penanganan anak yaitu berlaku asas lex specialis derogat legi generalis 
yang artinya bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan 
hukum yang umum. 
Dalam hal penanganan anak di kejaksaan berbeda dengan orang dewasa. 
Adapun yang dimaksud dengan anak dalam hal ini adalah anak yang telah berumur 
12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan 
tindak pidana. Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak 
pidana tidak dapat dilakukan proses hukum tetapi dikembalikan kepada orang tua 
untuk di didik kembali. Dan batas ancaman pidana penjara terhadap anak yang 
melakukan tindak pidana maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara.  
Menurut Hajar Aswad selaku Jaksa Fungsional, selama anak dalam masa 
penanganan kejaksaan, maka pihak kejaksaan melakukan penahanan. Adapun 
penahanan yang dilakuakan dikejaksaan yaitu berdasarkan ketentuan pasal 34 UU 
No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa proses penahanan 
yang dilakukan oleh pihak penuntut untuk kepentingan penuntutan yaitu paling 5 
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(lima) hari. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari tidak selesai maka akan dilakukan 
perpanjangan hingga 5 (lima) hari. Dalam waktu 10 (sepuluh) hari penuntut umum 
harus melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri. Dalam Keputusan Bersama 
tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum pada Pasal 13 huruf e 
juga dijelaskan Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan dengan acara 
pendekatan keadilan restoratif.
7
 
Berdasarkan data di lapangan, jumlah angka anak yang melakukan tindak 
pidana pencurian di Kabupaten Bantaeng dapat dilihat dari tahun 2015 hingga 2016, 
dari tahun ke tahun terjadi penurunan dan ini dapat terlihat pada tahun 2015 terjadi 
sebanyak 5 kasus dan tahun 2016 hingga bulan Desember hanya 3 kasus. Adapun 
faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana pencurian karena 
dipengaruhi oleh beberapa hal  yaitu di akibatkan pengaruh ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang semakin maju dan canggih, ketidak harmonisan orang tua sehingga 
mengakibatkan kurangnya perhatian dan kasih sayang dan pengawasan dari orang 
tua, akibat pergaulan bebas yang berasal dari lingkungan karena kurangnya peran 
orang tua dalam mengontrol dan mengawasi pergaulan anak, dan yang terakhir adalah 
akibat lemahnya kondisi ekonomi keluarga anak sehingga menyebabkan banyak 
terjadi kasus pencurian. Oleh karena itu, peranan orang tua dalam hal ini sangat 
penting untuk menanggulangi beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh anak, 
khususnya dalam hal pencurian.
8
 
Terkhusus untuk penuntutan yang dilakukan terhadap anak yang melakukan 
pencurian itu sendiri harus dilihat dari unsur-unsur pembuktian dan memperhatikan 
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umur anak tersebut dan dalam penuntutan pidana penjara paling lama adalah ½  dari 
minimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, karena hak-hak anak telah 
dilindungi dalam Undang-Undang. Keputusan jaksa penuntut umum melakukan 
tuntutan pidana karena sejak awal jaksa penuntut umum menilai bahwa anak telah 
memenuhi unsur pidana dan orang tua anak tidak dapat melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap anak. Oleh karena itu, jaksa melakukan penuntutan guna 
menegakkan keadilan. Tetapi dalam penuntutan yang diberikan untuk anak tersebut 
bukan untuk memberikan efek jera terhadap anak tersebut tetapi hanya untuk 
memberikan pembelajaran terhadap anak tersebut.
9
 
Kejaksaan Negeri Bantaeng telah melakukan upaya restoratif dan diversi 
sebab merupakan kewajiban yang dilakukan karena bertujuan untuk mencapai 
perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses 
peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong 
masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa bertanggungjawab kepada 
anak.  
Hal ini juga dijelaskan oleh Hajar Aswad selaku jaksa fungsional mengatakan 
bahwa sebelum melakukan penuntutan harus mengupayakan diversi terlebih dahulu 
dengan syarat dilaksanakan diversi yaitu ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun 
dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketika dalam proses diversi itu 
berhasil dan mendapat persetujuan maka hal-hal yang harus dipenuhi oleh kedua 
belah pihak adalah: 
1. Dalam hal kesepakatan diversi mensyaratkan pembayaran ganti kerugian atau 
pengembalian pada keadaan semula. 
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2. Kesepakatan diversi harus mendapatkan persutujuan korban, anak korban 
dan/atau orang tua/wali. 
3. Kesepakatan diversi dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah disepakati 
dalam musyawarah diversi, namun tidak boleh melebihi 3 (tiga) bulan.
10
 
Dalam kesepakatan diversi itu berhasil maka harus ditandatangani oleh para 
pihak dan menyampaikan kesepakatan diversi kepada kepala Kejaksaan Negeri dan 
kepala kejaksaan negeri menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan. Tetapi 
ketika proses diversi tidak berhasil dikejaksaan, maka jaksanya melimpahkan perkara 
dalam APB (Acara Pemeriksaan Biasa) atau pelimpahan perkara dalam APS (Acara 
Pemeriksaan Singkat) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan 
melimpahkan perkara dengan melampirkan berita acara diversi dan hasil penelitian 
masyarakat. 
Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa diversi 
berupaya memberikan keadilan kepada kasus-kasus anak yang telah terlanjur 
melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak 
penegak hukum. Sebagaimana telah diterapkan dalam kasus tindak pidana pencurian 
yang dilakukan oleh anak pada Nomor Registrasi perkara : PDM-73/BNTAE/11/2016 
atas nama Agung Noviansyah Als Agung Bin Hamsah umur 16 (enam belas) tahun, 
penerapan konsep diversi telah dilaksanakan oleh jaksa karena telah memenuhi syarat 
untuk dilakukan diversi tetapi diversi itu tidak berhasil karena ada banyak hal yang 
menjadi kendala diantaranya adalah pelaku tidak mampu memenuhi permintaan 
korban yang meminta ganti rugi yang terlalu tinggi serta korban dalam kasus tersebut  
tidak menerima permohonan perdamaian. Sehingga perkara tersebut dilimpahkan ke 
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pengadilan dengan tuntutan yang dituntutkan oleh jaksa adalah tuntutan pidana 
penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari. Namun di pengadilan diberikan 
putusan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dan dikurangi 
selama masa tahanannya dengan pertimbangan hakim dalam hal-hal yang 
meringankan terdakwa diantaranya adalah terdakwa mengakui terus terang 
perbuatannya; terdakwa belum pernah dihukum; terdakwa bersikap sopan dalam 
persidangan; terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan 
menyesalinya; terdakwa masih sekolah. 
Sedangkan menurut Wildahayu selaku jaksa fungsional menjelaskan bahwa 
dalam menuntut anak yang melakukan tindak pidana pencurian maka ada beberapa 
hal yang harus diperhatikan Jaksa Penuntut Umum, yaitu: Dalam perkara anak 
diprioritaskan dalam penyelesaiannya; Dalam persidangan dan tata ruang persidangan 
untuk anak berbeda dengan orang dewasa, antara lain: dalam persidangan hakim tidak 
memakai toga atau pakaian dinas dan dilakukan dalam sidang tertutup; Bahwa dalam 
persidangan anak sebagai pelaku agar didampingi oleh orang tuanya atau 
walinya/orang tua asuh, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan dari 
Bapas; Dalam hal tuntutan pidana tertentu, Jaksa Penuntut Umum memperhatikan 
kepentingan yang terbaik bagi anak; Memperlakukan dengan baik anak sebagai saksi 
dan sebagai korban tindak pidana dengan memperhatikan situasi dan kondisi anak; 
Dalam persidangan berlangsung, orang tua/wali atau yang dipercayai untuk 
mendampinvgi anak saat memberikan keterangan di persidangan; Dalam hal Jaksa 
Penuntut Umum menuntut Terdakwa, harus memperhatikan Hasil Penelitian 
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pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) tersebut yang nantinya dipakai atau 
dimanfaatkan dalam penyelesaian perkara.
11
  
Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 
kejaksaan negeri bantaeng dalam menangani perkara anak memang sangat detail 
dalam pelaksanaannya karena melakukan beberapa prosedur yang khusus untuk anak 
dan dalam pelaksanaannya jaksa memperhatikan pula psikologi kejiwaan anak agar 
dalam proses hukum anak tidak terganggu kejiwaannya dan merasa takut dalam 
proses hukum yang dihadapinya. 
Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa Kejaksaan Negeri Bantaeng 
sudah melaksanakan perannya sesuai dengan Undang-Undang dan telah memenuhi 
aturan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang peran kejaksaan dalam 
melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian 
tersebut. 
 
D. Perspektif Hukum Islam Terhadap Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Anak 
Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian 
Menurut Advani Ismail Fahmi selaku kepala seksi tindak pidana umum, 
mengatakan bahwa dalam melakukan penuntutan kejaksaan melaksanakan perannya 
berdasarkan asas keadilan, yaitu jaksa dalam melakukan penuntutan harus adil dan 
tidak membeda-bedakan suku maupun strata sosial seseorang.
12
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Berdasarkan penjelasan tersebut jelas bahwa dalam melakukan perannya 
Kejaksaan Negeri Bantaeng berdasarkan asas keadilan. Karena asas ini merupakan 
asas yang sangat penting dalam hukum Islam sehingga asas ini di sebut sebagai asas 
semua asas hukum Islam. Allah menyebut kata “keadilan” sebanyak lebih dari 1.000 
kali dalam Al-Qur’an. Hal tersebut mengingatkan betapa pentingnya menegakkan 
keadilan di atas segalanya, terutama dalam menegakkan hukum. Salah satu ayat yang 
memerintahkan untuk menegakkan keadilan terdapat dalam QS An-Nisa’/4:58 yang 
berbunyi: 
                           
                           
Terjemahnya: 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.
13
 
Ayat di atas, ketika memerintahkan menetapkan amanah, ditekankannya 
bahwa amanah tersebut harus ditunaikan kepada ahliha yakni pemiliknya, dan ketika 
memerintahkan menetapkan hukum dengan adil, dinyatakannya apabila kamu 
menetapkan hukum di antara manusia. Ini berarti bahwa perintah berlaku adil itu 
ditujukan terhadap manusia secara keseluruhan. Dengan demikian, baik amanah 
maupun keadilan harus ditunaikan dan ditegakkan tanpa membedakan agama, 
keturunan, atau ras.
14
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Dengan adanya penjelasan ayat tersebut jelas bahwa diperintahkan kepada 
para penguasa agar mereka memutuskan perkara dan menetapkan hukum di antara 
manusia sesuai dengan kebenaran dan tidak menyimpang darinya, hingga mereka 
sesat dari jalan Allah.  
Sehingga dari ayat tersebut diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam 
pelaksanaan peran kejaksaan terhadap penuntutan anak yang melakukan tindak 
pidana pencurian dalam pandangan hukum Islam tersebut harus adil dan memutuskan 
perkara berdasarkan bukti-bukti yang benar dan tidak menyimpang dari kebenaran 
yang ada serta tidak membedakan status sosial orang tersebut. 
Sedangkan dalam penuntutan anak yang melakukan tindak pidana pencurian 
yang berdasarkan hukum Islam dikaitkan dalam dasar hukum pencurian yang terdapat 
dalam QS al-Maidal/5:38 
                                
    
 
 
Terjemahnya: 
Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan 
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai 
siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
15
 
Ayat tersebut di atas menyebutkan kata as-sariq/pencuri memberi kesan 
bahwa yang bersangkutan telah berulang-ulang kali mencuri sehingga wajar ia 
dinamai pencuri. Para ulama menetapkan makna pencurian yang dimaksud dalam 
ayat ini di samping menetapkan sekian syarat untuk jatuhnya sanksi hukum diatas.
16
 
                                                             
15
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an  dan Terjemah,  h. 114 
16
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, h. 112. 
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Sayyidina Umar Ibn al-Khaththab menegaskan: “saya lebih suka keliru tidak 
menjatuhkan sanksi hukum karena adanya dalih yang meringankan daripada 
menjatuhkannya secara keliru padahal ada dalih meringankannya”. Itu sebabnya 
beliau tidak menjatuhkan sanksi bagi yang mencuri pada masa krisis atau paceklik. 
Ini tentu bukan berarti bahwa yang bersangkutan tidak dijatuhi sanksi sama 
sekali, tetapi yang dimaksud adalah tidak menjatuhkan had yakni sanksi hukum 
seperti potong tangan bagi yang mencuri. Sanksi hukum yang harus ditegakkan 
sebagai gantinya adalah apa yang di istilahkan dengan ta’zir, yaitu hukuman yang 
lebih ringan dari hukuman yang ditetapkan bila bukti pelanggaran cukup kuat. Ta’zir 
dapat berupa hukuman penjara atau apa saja yang dinilai wajar oleh yang berwenang. 
Sementara orang memahami perintah faqtha’u aidiyahuma/potonglah kedua 
tangannya dalam arti majazi, yakni lumpuhkan kemampuannya. Pelumpuhan 
dimaksud antara lain mereka pahami dalam arti penjarakan dia. Tetapi, memahami 
potonglah tangannya serupa dengan potonglah lidahnya disamping tidak sejalan 
dengan praktik Rasulullah saw., juga tidak dikenal oleh masyarakat pengguna bahasa 
Arab pada masa turunnya Al-Qur’an. 
Ada lagi yang memahami sanksi hukum yang ditetapkan ayat ini dalam arti 
batas maksimal, yakni hukuman setinggi-tingginya, dan dengan demikian hakim 
dapat menjatuhkan hukuman yang lebih ringan daripadanya hukuman potong tangan 
apabila ada hal-hal yang dapat meringankan. 
Dalam hadist diriwayatkan pula sanksi hukuman potong tangan bagi pencuri 
yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari: 
 َُذٌ ُعَطُْقت : َلاَق ملسو وٍلع الله ىلص ًِّ ِبَّنلا ِنَع ، َةَِشئاَع ْنَع)يراخبلا هاور( .ٍراَنٌِد ُِعبُر ًِف ِقِرا َّسلا   
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Artinya: 
Dari Aisyah; Rasulullah saw. bersabda; tangan pencuri dipotong jika 
curiannya senilai seperempat dinar”. H.R. Bukhari.17 
Hadis tersebut jelas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan hukum potong 
tangan itu, adalah pencuri mengambil harta yang telah mencapai nisab untuk 
dilaksanakannya hukuman potong tangan bagi pencuri tersebut. 
Selain itu, para Fuqaha telah sepakat menetapkan bahwa tangan pencuri tidak 
dipotong kecuali bila ia adalah orang dewasa dan waras. Berdasarkan hadis Nabi saw. 
dari Ibn Abbas; mengatakan bahwa, sesungguhnya Rasulallah saw. bersabda; 
dimaafkan kesalahan dari tiga orang; orang gila yang hilang kesadarannya hingga ia 
sembuh, orang yang tidur hingga ia bangun, dan anak di bawah umur (anak kecil) 
hingga ia dewasa. 
Berdasarkan penjelasan ayat dan hadist peneliti dapat menyimpulkan bahwa 
penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian tidak diharuskan 
sepenuhnya dilakukan sanksi hukuman had yakni potong tangan bagi yang mencuri, 
jika ada beberapa dalih yang dapat meringankan hukumannya. Tetapi sebagai 
gantinya diberikan sanksi hukuman ta’zir yakni dapat berupa hukuman penjara. 
Terkait dengan penuntutan yang diberikan Kejaksaan Negeri Bantaeng terhadap anak 
yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut memang pada dasarnya hanya 
berdasarkan pada hukum Nasional yang termuat dalam beberapa peraturan 
perundang-undangan di antaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi dalam 
praktiknya penerapan sanksi hukumannya telah sesuai dengan penerapan sanksi yang 
dilaksanakan dalam hukum Islam yakni diberikan hukuman penjara karena dalam hal 
                                                             
17
Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari (Cet. I;Kairo: Darr al-Sya’ab, 1987), hal. 198. 
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ini hukuman potong tangan sudah sederajat dengan hukuman penjara. Walaupun 
dalam hal penerapan ataupun penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan secara 
kontekstual aturan dalam hukum Islam tidak dituangkan dalam beberapa aturan yang 
dijadikan patokan untuk dasar penerapan sanksinya tetapi dalam praktinya ataupun 
pelaksanannya telah sesuai dengan pelaksanaan sanksi yang diterapkan dalam hukum 
Islam. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Regulasi yang mengatur tentang kedudukan kejaksaan terhadap penuntutan 
anak yang melakukan tindak pidana dijelaskan dalam UU No. 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP). 
2. Peran Kejaksaan Negeri Bantaeng terhadap penuntutan anak yang melakukan 
tindak pidana pencurian memiliki peran aktif dalam melakukan penuntutan 
dan Kejaksaan Negeri Bantaeng dalam melaksanakan perannya telah sesuai 
dengan Undang-Undang dan yang telah diatur dalam peraturan lain. 
3. Perspektif hukum Islam terhadap peran kejaksaan dalam penuntutan anak 
yang melakukan tindak pidana pencurian yaitu kejaksaan menjalankan 
perannya harus adil dan menerapkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana 
pencurian tidak diharuskan sepenuhnya dilakukan sanksi hukuman had yakni 
potong tangan bagi yang mencuri, jika ada beberapa dalih yang dapat 
meringankan hukumannya. 
 
B. Implikasi Penelitian 
1. Pemerintah seharusnya menyediakan akses secara luas, sehingga tidak hanya 
terbatas kepada para Jaksa Anak untuk mengikuti Diklat Penanganan Tindak 
Pidana Anak Berhadapan Dengan Hukum dalam rangka pelaksanaan Pasal 41 
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ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “telah mengikuti 
pelatihan teknis tentang peradilan anak”. 
2. Kejaksaan Negeri Bantaeng hendaknya agar melakukan kegiatan pemberian 
penyuluhan hukum atau sosialisasi internal kepada anak maupun orang tua 
dalam rangka upaya preventif agar tidak terjadi bertambahnya tindak pidana 
pencurian yang pelakunya anak sebab kegiatan ini merupakan salah satu 
kewenangan yang harus dilaksanakan oleh Kejaksaan. Dan dalam hal ini 
orang tua harusnya lebih memperhatikan anak dengan memberikan kasih 
sayang dan utamanya pembekalan mengenai keagamaan agar anak tersebut 
tidak terjerumus dalam tindak pidana yang akan merugikan masa depan anak 
itu sendiri. 
3. Diharapkan bagi para peniliti hukum yang beragama Islam agar meneliti 
setiap perundang-undangan Indonesia telah sesuai atau belum dengan hukum 
Islam sehingga menjadikan peraturan perundang-undangan Indonesia 
mengandung nilai-nilai Islam, walaupun negara Indonesia bukan negara yang 
bersistem hukum Islam.  
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